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Pegawal Negeri Sipil mempunyai peranan sangat panting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem
pembinaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan peranannya dalam mewujudkan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun sgjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974, dilanjutkan dengan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sampai
dengan saat ini, usaha peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, dirasakan belum dapat
memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan masyarakat. Dengan metode penelitian yuridis-
normatif dan ditunjang dengan data sekunder dan data primer, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

pel aksanaan ketentuan, peraturan perundang-undangan dalam proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam jabatan struktural. Dengan mengacu beberapa peraturan yang diatur oleh beberapainstansi, penelitian
ini juga dilakukan untuk mengetahui peraturan mana yang merupakan ketentuan pel aksanaan sebagai
jaminan kepastian hukum dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, dan

bagai mana pengawasan terhadap pel aksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
Berdasarkan hash penelitian, diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan pel aksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
Pejabat pembina kepegawaian yang dilaksanakan oleh Menteri, mengakibatkan tidak berfungsinya

pel aksanaan pengawasan peraturan perundang-undangan. Sehingga tujuan dari pembinaan Pegawai Negeri
Sipil sulit untuk diwujudkan. Karenatidak efektifnya sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil, penelitian ini
juga memberikan arah kebijakan pembinaan, yang dinilai dapat mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang
profesional yaitu dengan merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian,
khususnya pengaturan Pejabat Pembina K epegawaian tidak lagi dilaksanakan oleh Menteri tetapi oleh
pejabat karier setingkat eselon | yang bertanggung jawab di bidang administrasi kepegawaian, disertai
dengan ketegasan aturan kewenangan lembaga pengawas dan tindakan terhadap pelanggaran peraturan
kepegawaian diharapkan akan terwujud tertib penyelenggaran pemerintahan yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari tumpang tindihnya beberapa peraturan, segala
kebijakan pembinaan Pegawal Negeri Sipil harus bertitik sentral dari Undang-Undang Pokok-Pokok

K epegawaian dan lembaga-lembaga pel aksana kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil harus disatukan
menjadi sebuah lembaga yang bertanggung jawab secara keseluruhan dalam pembinaan Pegawai Negeri
Sipil.
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